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Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2013 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian
Jalan. Peraturan Daerah ini nampak belum terimplementasi dengan baik karena
ternyata banyak pelanggaran penggunaan trotoar baik itu dari Pedagang Kaki Lima
bahkan masyarakat umum. Hal ini sering terjadi di wilayah JI. Pangeran Samudera.
Akibat dari pelanggaran tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan dan
upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Data penelitian berupa implementasi dan upaya penegakan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013. Data dikumpulkan
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang
didapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 masih belum berjalan dengan baik. Ini
dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan trotoar oleh
masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima. Adapun upaya penegakan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 sendiri dilakukan dengan tiga
cara. Teguran, sanksi, dan pembinaan. Pelanggaran Peraturan ini menilai efektivitas
hukum yang tentu dipengaruhi oleh pengakkan hukum, produk hukum, serta
masyarakat yang harus mematuhi ketentuan hukum. Penegakan hukum yang
dilakukan oleh pihak Satuan Polisi PamongPraja juga telah sesuai dengan prosedur
dan ketentuan hukum Islam, hanya saja terjadinya pelanggaran karena masyarakat
tidak mengetahui terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.





